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BUPATI BONE BOLANGO 
PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 
NOMOR 44 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PARIWISATA, PEMUDA 

DAN OLAHRAGA KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021-2026 

BUPATI BONE BOLANGO, 

:a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan 

ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan JangkaM enengah Daerah, serta Tata cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026, maka perlu 

mengatur penjabaran melalui Peraturan Bupati, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Bone Bolango tentang Rencana Strategis Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026, 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4269),    



10. 

  

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Repoblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Nomor 4400), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022): 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938): 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679): 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 5601): 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663), 
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Memperhatikan - 1. 

  

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango (RPJP) Tahun 2005-2025: 
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026: 
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2041: 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah: 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah: 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG RENCANA 
STRATEGIS DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 
2021-2026 

 



  

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1 

2 

10. 

11. 

12. 

13. 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango. 
Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

(lima) tahun. 

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang 
selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk 
periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan 
tahunan daerah. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang 
selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan pembangunan daerah. 
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. 
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Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasii pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil (Outcome) Program Perangkat 

untuk menyelesaikan permasalahan Pembangunan dan mengantisipasi isu Strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Prioritas Pembangunan Daerah adalah focus Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. 

Program adalah Penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 
Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untu kmenghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program. 

Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang 
tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. 
Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak 
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan daerah. 

BAB Il 

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 

(1) Renstra PD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD 
Tahun 2016-2021. 

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 
PD dalam penyusunan Renja PD. 

  
 



BAB III 

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 4 

(1) RENSTRA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga disusun dengan 
Sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT 
DAERAH 

BABIV  : TUJUAN DAN SASARAN 

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI :RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII : PENUTUP 

(2) Isi beserta uraian Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bone Bolango. 
  

   Ditetapkan di Suwawa 
pada tanggal 

    
WAKIL BUPATI 

    

2021 

  

24 

  

  

   

  

ASISTEN II 

ASISTEN II 

       HAMIM POU   

  

        

KEPALA BADAN 

KABID 

Diundangkan di Suwawa 

pada tanggal 24 septenb-r 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, BONE BOLANGO,     
   

Ir EH. ISHAK NTOMA, M.Si 

PEMBINA UTAMA MADYA 

NIP. 19641106 199103 1 005 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021 NOMOR “4   
  

 



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 
KABUPATEN BONE BOLANGO 4 Jin. Prof. DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO 

aa 
Naa aan 

Nomor : 180/ Hkm-Ks/ Setda/ /2021 Suwawa, November 2021 

  

Kepada Yth, 
BUPATI BONE BOLANGO 
Di 

Tempat 

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 
OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG RENCANA 

STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN 
OLAH RAGA KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021-2026 PENGELOLA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI 
LAMPIRAN :1 (Satu ) Berkas 
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati 

Bone Bolango 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

   JEN AWAL ABD AH PAKAYA, SH 
NIP. 19730606 200604 1 031 

  
   


